LUS1 RASWAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUS!I RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN PAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 27/KPTS/VI/2010
tentang Hasi! Evaluasi Rancangan Peraiuran Daerah
Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan
Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang
Penjabaran Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010,

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
huref &, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, periu ditetapkan Peraturan
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Daerah Kabupaten Musi Rawas ientang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

| Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Z2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat H dan Kota Praja at
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1858 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Repubtlik Indonesia Nomor 1821 );

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1894 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1894 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569);

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
FPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelengearaan Negara yang Bersih dan Bebas
dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

&2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik indenesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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10,

11.

12.

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan iLembarar Negara Republik
Indonesia Nomor 4421Y)

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor
4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5049);
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14.

15

16.

17.

18.

19.

Peraturan ~ Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Mengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4080);

Peraturan  Pemernntah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004  tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 23  Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indenesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4503):
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Négara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 | Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 teniang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576},

21. Peraturan Pemernintah Nomos §7 Tahun 2005 teniang
Hibah {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 45773,

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan iLembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4585);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4608), sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855):

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4614},

26. Peraturanh Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan P;emerintah antar Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
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27.

28.

29,

30.

31.

L TERTITITRD . T A T e A £

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R! Tahun 2007

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Rt Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R}
Nomor 4741),

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman  Pelaksanaan Pengédaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006° tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
teniang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Caerah.
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAM DAERAH TENTANG  ANGGARAN
; PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010
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Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp.  1.072.283.831.000,00
2 Belania Daerah Rp. 1.154 806.964.000.00
Surplus/(Defisit) Rp.  (82.523.133.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :
4. Penerimaan Rp. 33.431 728.000,00

L. Pengeluaran Rp. 808.595 000,00
Pembiayaan Netto Rp. 82.523.133.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Rp. 0,00
Berkenaan:
Pagal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Dasrah sejumiah Rp.  60.000.000.000,00

b Dana perimbangan sejumiah Rp. 982.282.903.883,00

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.  30.000.827.017,00
sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan

a. Pajak daerah sejumlah Rp.  5.640.383.000,00

b. Retribust daerah sefumlah Rp. 10.858.779.200,00

. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Rp.  4.933.500 000,00
dipisahkan sejumiat:

d. Lain-lain pendapatan asl daerah yang Rp. 38.767.327.800,00

sah sejumiah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 577.336.723.983.00
b. Dana alokasi umum terdiri dari
- DAU Mumni Rp. 333.676.280.000,00
DAU Tambahan Tunjangan Profesi
Guru PNSD ] Rp.  18.653.400.000.00
c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. 52.616.500.000,00
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jersis pendapatan:

a. Hibah Rp.  5.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 25.000.827.017.,00
sejumiah
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. 411.965.737.374.,00
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 742.841.226.626,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumiah Rp. 355.994.737.374.00
b. Belanja bunga sejumlah Rp. ,00
c. Belanja subsidi sejumiah Rp.  10.000.000.000,00
d. Belanja hibah sejumiah Rp.  23.050.000.000,00
€. belanja bantuan sosial sejumiah Rp.  10.088.000.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 500.000.000,00
g. Belanja bantuan keuvangan sejumiah Rp.  11.333.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis betanja:

a. Belanja pegawai sejumiah Rp.  79.861.711.060,00

b. Belanja belanja barang dan jasa
sejumiah Rp. 233.569.506.258,00
¢. Belanja modai sejumiah Rp. 429.410.008.308,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 terdiri dari;
a. Penerimaan sejumléh Rp. 83.431.728.000,00
b. Pengeluaran sejumiah Rp. 808.595.000,00
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b. Pengeluaran sejumiah Rp. 908.595.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan .
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  Rp. 82.523.133.000,00
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan;
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah  Rp, 0,00
daerah sejumiah
b. Pembayaran pokck utang sejumlah Rp. 908.595.000,00
Pasal 5

Uratan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD;

2. Lampiran H Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi,

3. Lampiran Hi Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4, Lampiran IV Rekapitu'as) Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran [V.a  Rekapituiasi Penggunan Sumber Dana Menurut Jenis
Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap .Jenis
Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2009

8. Lampiran V Rekapitutasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;
7. Lampiran Vi Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran Vi Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

10. Lampiran I1X Daftar Parkiraan Penambahan dan Pengurangan
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11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
lainnya;

12. Lampiran Xi Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya  yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:

13. Lampiran Xl Daftar dana cadangan daerah : dan
14 Lampiran XiIt  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6

Bupati  menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 15 Januar 2010

Diundangkan di  : Lubuk Linggau
pada tangga! - 15 danuari 2010
SEKRETARIY DAERAH
ABUPATE USH RAWAS
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Lampiran 1 : PERATURAN DAFRAH

NOMOR
TANGGAL

01 TARUN 2010
15 Januari 2010

Hat 1 dari |}

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urot

Uz aian

i

G.3

2

Jumiah

3

PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan

BELANJIA DAERAH

Jumilah Belanja

Surplus/{Defisit)

PEMBIAYAAN DAERAM

Jumlah Pencrimaan Pembiayaan
Jumitah Pengeluaran Pembiayaan
Pembrayaan neto

Sisa lebib pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)

1.072.283.831.000,00
1.072.283.831.000,00
1.154.806.964.000,00
1.154.806.964.000 00
(82.523.133.000,00)
§2.523.133.000,00
83.431.728.000,00
908.595.000,00
82.523.133.000,00
0,00

Froved Dy SIPKD & Apoitvidd By Dinas Pendapatan, Pengelolsan Keuangan & Aset Daerah Pemcrintah Kab. Musi Rawas




5.2,

6.3

Lampiran1: PERATURAN DAERAH

NOMOR : 01 TAHUN 2010

TANGGAL : 15 Jaanparn 2010
Hal 1 odan |

PEMERINTAH KABUPATEN MUST RAWAS
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor Urut e Uraia_l_\__ — : Jum_la__l{__i_
1 2 3

PENDAPATAN ASLI DAERAN

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Jumlah Pendapatan

BELANIA DAERAH

BELANIA TIDAK LANGSUNG

BELANIA LANGSUNG

Jumfah Belanja

Surplus/{Defisit)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN FPEMBIAYAAN DAERAK
Jumiah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAHM
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan
Pemblayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan {SiLPA)

1.072.283.831.000,00
60.G00.000.000,00
982.282.903.983,00
30.000.927 017,00
1.072.283.831.000,00
1.154.806.964.000,00
4:1.965.737.374,00
742.841,226.626,00
1.154.806.964.000,00
(82.523.133.000,00)
82.523.133.000,00
83.431.728.600,00

i 83.431.728.000,00
908.595.000,00
908.595.000,00
§2.523.133.000,00
0,00

oan, 15 Januand 2010

Frinted by SIPKD & Approvexd by Dinas Pendapatan, Pengelelaan Keuangan & Aset Dierah Pemerintah kalbs, Musi fawas




4.1.

4.1.1.
4.1.2,
4,1.3.
4.1.4.
4,2,

4,2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2,

4,35
4.,3.3.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.2,
5.2.1.
5.2.2,

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yvang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bags Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alekasi Umum

Dana Alokasi Khusus

LAIN-LATN PENDAPATAN DACRAMH YANG SAH

Pendapatan Fabah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinst dan Pemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan

BELANJA DAERARH

BELANIA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Subsidi

! Belarja Hibah

Belanja Bantuan Sosiai

Belania Bagt Hasii Kepada Provinsi/ProvinsifKabupaten/Keota dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Keta dan Pemerintahan Desa
Eelanya Tidak Terduga

| BELANIA LANGSUNG

Belanja Fegawai

Belanja Barang dan Jasa

63.000.6:00.000,00
5.640.393.000,00
10.658.779.200,00
4.933.500.000,00
38.767.327.800,00
982.282.903.983,00
577.336.723.983,00
352.329.680.000,00
52.616.500.000,00
30.000.927.017,00
5.090,000.000,00
25.000.927.017,00
1.072.283.831.000,00
1.154,806.964.000,00
411.965.737.374,00
355.994.737.374,00
10.000.000.000,00
23.050.000.000,00
10.088.000.000,00
506.000.000,00
11.333.000.000,00
1.000.000.000,00
742.841.226.626,00
79.861.711.060,00
233.569.506.258,00

1.072.283.831.600,00m

Lampiran1: PERATURAN DAERAH g
NOMOR 01 TAHUN 2030
TANGGAL 15 anuari 2010
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010
T Nomor Urut Uraian Jumlah .
1 2 3 |
I B i "

FPrnted by SIPKD & Approved by inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Pemerintaly Kab. Musi Rawas




W

) _ ~ Hal 2 dan 2
r Nomor Urut Uraian Jumlah
1 2 3

c23. Eelanja Modal 429.410.009.308,00
Jurnlah Belanja 1.154.806.564.900,00

Surplus/{Defisit} (82,523.133.000,00)

6. PEMBIAYAAN DAERAH 82,523.133.00G0,00
6.1, PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 83.431.728.000,00
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anagaran Sebeiumnya (SiLPA} 83.431.728.000,00
Jumiah Penerimaan Pembiayaan §3.431.728.000,00

6.2, PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 208.595.000,00
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang ! 908.555.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 908.595.000,00

Pembiayaan neto $2.523.133.000,00

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan {SiLPA) 0,00

=xreees o WATY)

gany, 1% lanaan 2010
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